Wabup : DAK dukung pembangunan daerah

Sumber gambar:

https://kalsel.antaranews.com/berita/334681/wabup-dak-dukung-pembangunan-daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 dari pemerintah pusat
sebesar Rp30 Milyar.

la mengatakan, PUPR menetapakan dua jenis kondisi jalan di Tanah Bumbu yakni
jalan mantap dengan kriteria jalan yang sudah diaspal, dan jalan tidak mantap atau belum
diaspal.

Terkait kondisi jalan mantap yang di bawah standar kini berada pada angka 49
persen atau panjang jalan mencapai 800 KM.

Sementara itu, untuk kondisi jalan tidak mantap atau masih dalam pengerasan
berada pada angka 51 persen atau panjang jalan mencapai 758 KM.

Sumber berita:
1. https://kalsel.antaranews.com/berita/334681/wabup-dak-dukung-pembangunan-
daerah, Wabup : DAK dukung pembangunan daerah, 6 Juli 2022.
2. https://rsb.banjarkab.go.id/wabup-banjar-letakkan-batu-pertama-pembangunan-
upt-labkesda/, 6 Juli 2022.
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Catatan:

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN vyang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.! Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan
khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan
fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu,
khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat.?
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi
prioritas nasional.® DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional
yang menjadi urusan daerah.* Daerah Tertentu merupakan daerah yang dapat
memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria
teknis.®
Penentuan Daerah Tertentu menentukan besaran alokasi DAK harus memenuhi:®
a. Kiriteriaumum
Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang
dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria khusus
Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:
1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi

khusus;

2) Karakteristik daerah.
Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan
dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c. Kiriteria teknis

! Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (24)
2 Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 50 ayat (1) dan (2)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (1)
5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 51 ayat (2)
& peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 54 ayat (2)
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Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan
disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari
DAK.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah
menerima usulan kegiatan dari Menteri Teknis. Penghitungan alokasi DAK melalui 2
(dua) tahapan, yaitu:’

a Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;

b Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di
dalam APBD dan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.® Menganggarkan
Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari
besaran alokasi DAK yang diterimanya dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang
bersifat kegiatan fisik.°

1. DAK Fisik

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Negara/
Lembaga menyusun rancangan kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik. Rancangan
kriteria penilaian awal usulan DAK Fisik dibahas dan disepakati bersama antara
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga
dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.®
Kementerian ~ Perencanaan  Pembangunan  Nasional dan  Kementerian
Negara/Lembaga masing-masing melakukan penilaian awal atas usulan DAK Fisik
berdasarkan kriteria penilaian awal atas usulan DAK Fisik yang telah disepakati.'!
Penilaian awal atas usulan DAK Fisik, mempertimbangkan'? :

a target keluaran dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang per tahun
secara nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah;

b target keluaran dari lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang dalam jangka
menengah secara riasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

c. pagu anggaran per jenis/bidang/subbidang DAK Fisik

7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (1)
8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 60 ayat (1) dan (3)

9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 61 ayat (1)

10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

11 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (3)

12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (4)
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Berdasarkan hasil penilaian awal atas usulan DAK Fisik, Kementerian

Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama
Pemerintah Daerah melakukan pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi atas usulan
DAK Fisik. Sinkronisasi dan harmonisasi bertujuan untuk membahas:*3

a.

kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DAK Fisik dengan kebutuhan dan
prioritas daerah;
keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik, APBD dan/atau sumber
pendanaan lainnya dalam satu daerah;
pemenuhan Kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan; dan
keselarasan kegiatan DAK Fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan
mempertimbangkan rekomendasi gubernur.

Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan

yang didanai dari DAK Fisik dengan mengacu pada:*

a.

b.
C.
d

® o0 T w

dokumen usulan DAK Fisik;
hasil penilaian usulan DAK Fisik;
hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik; dan
alokasi DAK Fisik yang disampaikan melaui portal (website) Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan atau tercantum dalam Peratutan Presiden mengenai
rincian APBN.
Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat:*®
rincian dan lokasi kegiatan;
target keluaran;
rincian pendanaan kegiatan;
metode pelaksanaan kegiatan; dan
kegiatan penunjang.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari

alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung
dengan kegiatan DAK Fisik. Kegiatan penunjang meliputi:

a.
b.

desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
biaya tender;

13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Alokasi Khusus Fisik, Pasal 18 ayat (1) dan (2)

14 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (1)

15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 26 ayat (2)

16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 28 ayat (1) dan (2)
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honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;

penyelenggaraan rapat koordinasi;

perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian,

dan pengawasan;
g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan/atau
h kegiatan lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai petunjuk teknis
DAK Fisik.
Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:’

o

. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki subbidang.

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:*®

[o})

. bertahap;

Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang secara bertahap
dilaksanakan dengan ketentuan:
1) tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
dokumen tahap | berupa:

a)
b)

c)

Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran kegiatan DAK
Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya;

foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas
pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun
anggaran sebelumnya.

rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah
disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga dan tercantum dalam sistem
informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan

daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang
meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti
sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana
penunjang;

2) tahap Il paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan
nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:

17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (1)

18 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1)
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a) nilai kontrak lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi
disalurkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak
dimaksud;

b) nilai kontrak lebih besar dari 25% (dua puluh persen) sampai dengan 70%
(tujuh puluh persen) pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak
dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan

c) nilai kontrak sampai dengan 25% (dua puluh persen) pagu alokasi tidak
dlsalurkan.

Dokumen tahap 11 berupa:

a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan
capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/
subbidang sampai dengan tahap I; dan

b) foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan
DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;

> tahap Ill dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang
nilainya lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) pagu alokasi, paling cepat

bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih
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